BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di muka, maka dapat diambil suatu
simpulan sebagai berikut:

1. Kasus pembatalan hibah dengan nomor perkara 245/Pdt.G/2009/PA.Lbt,
majelis hakim yang memutus pembatalan hibah tersebut mendasarkan
alasan putusannya bahwa pembatalan hibah dimana dikarenakan pihak
penerima hibah telah melanggar pasal 1688 KUHPer. Dimana salah satu
ayat dari pasal 1688 KUHPer telah di langgar oleh si penerima hibah.
Sehingga apabila seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum
terhadap pemberi hibah maka hibah yang telah diberikan dapat dilakukan
pembatalan. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 212 di
jelaskan hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah orang tua kepada
anaknya. Namun tidak menutup kemungkinan orang tua tidak bisa menarik
kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Akibat hukum atas
putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka obyek
sengketa yaitu berupa tanah akan kembali kepada pemberi hibah beserta hak
— haknya. Apabila obyek sengketa tersebut teleh disertifikatkan atas nama
penerima hibah maka dengan putusan tersebut sertifikat tersebut menjadi

batal dan tidak berlaku lagi.
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2. Faktor-faktor pembatalan hibah nomor perkara 245/Pdt.G/2009/PA.Lbt
yaitu jika Penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang di lakukan;
karena si penerim hibah bersalah atau melakukan suatu tindak kejahatan;
menolak memberikan tunjangan nafkah; tidak sesuai prosedur; hibah tidak

boleh melebihi 1/3 dari hartanya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai

berikut:

1. Untuk pasal 212 KHI di perjelas kembali dalam penjelasan pasal demi
pasal yaitu menjelaskan tentang apa sebabnya hibah orang tua pada anak
dapat di tarik kembali. Hal ini guna menghindari kekeliruan persepsi.

2. Sebagai pemberi hibah sebaiknya dilihat dan mempertimbangkan
terlebih dahulu bagaimana perilaku calon penerima hibah yang dituju.
Selain itu dalam pelaksanaannya pemberian suatu hibah harus
memenuhi norma — norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma
agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan
terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah

setelah mendapatkan harta hibah.
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